ABSTRAK

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan y&mafpatipokkan ke dalam
kejahatan terhadap harta benda orang. Perbuatgsuparitu selalu ada bahkan
cenderung meningkat dan berkembang di dalam mdstasairing kemajuan
ekonomi. Salah satu kejahatan penipuan yang bewk@gnlyaitu penipuan

dengan modus penggandaan uang. Penipuan dengais pertygandaan uang
menyebabkan manusia masih percaya dan menyalateguriadd-hal gaib,

sedangkan zaman sekarang ini adalah zaman moderyméu masyarakat
modern yang menggunakan teknologi, ilmu pengetadaarrasionalitas.

Pembahasan kebijakan aplikasi dalam upaya penarggan tindak pidana
penipuan dengan modus penggandaan uang adalanlpergan Hakim dalam
hal perbuatan dan dan pertanggungjawaban pidarsatipaidk pidana penipuan
serta pertimbangan Hakim dalam hal pidana padakip@dana penipuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnraif, yaitu dengan

mengkaji atau menganalisis data sekunder yang aepapan-bahan hukum
sekunder dengan memahami hukum sebagai perangldtiiae atau norma-
norma positif di dalam sistem perundang-undangarg yaengatur mengenai
kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahamagabpenelitian kepustakaan
(library research, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pengaturan tentang tindak pidana penipuan telaturdelam hukum Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 sampai p&aB8KU Il BAB
XXV. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuanndaéi sempit dan pasal-
pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dakun luas yang
mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Kasysupe saat ini semakin
berkembang dan semakin sering terjadi meskipurakinidana ini telah diatur
dalam KUHP, contohnya penipuan dengan modus pedgganuang yang
dilakukan oleh Ahmad Muntoha. Dalam KUHP pasal &%&hegaskan bahwa
seseorang yang melakukan kejahatan penipuan dmiarsanksi pidana.
Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dajsnegakkan terhadap
pelanggarnya, Karena dalam penegakkan hukum pitddak hanya cukup
diaturnya suatu perbuatan dalam Undang-Undang, madioutuhkan juga
aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan ghutelang serta lembaga
yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan.
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